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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Saya menyambut baik disusunnya Buku Laporan Kinerja Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2024 dengan benar dan tepat waktu sebagai perwujudan
akuntabilitas atas pencapaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 (Adendum). Laporan
Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 merupakan laporan tahun ke 5
(lima) atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 merupakan hasil
kompilasi dari analisis terhadap capaian kinerja 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang diukur
berdasarkan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama, sekaligus menggambarkan capaian
pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan
pemerintahan dalam negeri Tahun 2024, yang antara lain menjaga stabilitas politik dalam negeri dan
kesatuan bangsa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri dalam sinergi
pembangunan pusat dan daerah, pelayanan publik yang berkualitas, penguatan kebijakan strategis,
serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan internal Kementerian Dalam
Negeri.

Dalam kesempatan ini, saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Unit Kerja Eselon | di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024. Saya melihat masih terdapat bagian-bagian yang perlu
ditingkatkan kinerjanya, kiranya seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat
mengupayakan perbaikan pada tahun yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada
kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sekian dan Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MuhamniAd Tito Karnavian







KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Timur nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 384 9422 Website: www.itien.kemendagri.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri
untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Semua
Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab
Manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disajikan secara akurat, andal,
dan valid. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup
audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait.

Berdasarkan reviu dimaksud, kami meyakini bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 24 Februari 2025

Inspektur Jenderal,

S. M. Mahendra Jaya
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Sejarair Suingkat
Kementerian Dalam Negerd

rr Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen
Dalam Negeri) adalah kementerian dalam
Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan
dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin
oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri

® telah mengalami beberapa kali perubahan dan ,’

perkembangan.

\
\

—
~

® 1942 ~~ 1942-1945

Departemen van Binnenland Bestuur
oleh pemerintah Jepang diubah menjadi
Badan Urusan Internal (RF&E8 naimubu)
yang bidang tugasnya meliputijuga
I urusan agama, sosial, kesehatan,
pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan.
Badan Urusan Internal atau Kementerian
/ Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara
> Nomor 7, Jakarta, sampai Proklamasi
P tanggal 17 Agustus 1945.

Diawali dengan zaman Hindia Belanda
sampai tahun 1942, Kementerian Dalam
Negeri disebut Departemen van
Binnenlands Bestuur yang bidang
tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian,
Transmigrasi dan Agraria.

7
7

-

~
7

® 1945

Pada tanggal 19 Agustus 1945,
Naimubu dipecah menjadi Kementerian
Dalam Negeri termasuk urusan agama,
yang dalam perkembangan lebih lanjut
urusan agama dilepaskan dari
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Sosial, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan.

) KEMENTERIAN DALAM NEGERI | LAPORAN KINERJA 2024



® 1959-1968

Departemen Dalam Negeri dalam
kabinet Pembangunan, dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Rl
No. 183 tahun 1968.

® 2009-kini

Sejak akhir Tahun 2009 seiring
diterapkannya UU No.39 Tahun 2008
dan Perpres No. 47 Tahun 2009,
® 1 945'1 949 istilah “Departemen” diubah kembali
menjadi “Kementerian”.
Departemen Dalam Negeri adalah
kelanjutan dari Kementerian Dalam
Negeri pada tahun 1945. Nama
Departemen dipakai berhubungan
dengan dikeluarkannya surat edaran
pertama pada tanggal 26 Agustus 1959

No.1/MPR/RI/1959.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI | LAPORA
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Belakang

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah
yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam
negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut lebih
lanjut dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menjamin dan mengawal terselenggaranya roda pemerintahan dalam
negeri, khususnya pada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri
melakukan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam
negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Dalam Negeri
menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi
daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan
desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan
keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian Dalam Negeri yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-
undangan di atas, Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga publik perlu
menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk
perwujudan asas akuntabilitas, dan sekaligus bagian dari penyelenggaraan
good governance. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, yaitu agar setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran
harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penyusunan dan sistematika Laporan Kinerja Tahun 2024 mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2024 juga
bentuk pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri atas pencapaian visi
misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun
2020-2024.

Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu kinerja setiap
unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai sarana bagi
Stakeholder dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Kementerian
Dalam Negeri.
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Visi Misi Presiden

Joko Widodo-Ma’ruf Amin

Periode 2019-2024

Visi

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,

Misi

Peningkatan Kualitas Manusian
Indonesia.

Struktur Ekonomi yang Produktif,
Merata dan Berdaya Saing.

Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan.

Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan.

Kemajuan Budaya yang

Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Penegakan Sistem Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat dan
Terpercaya.

Perlindungan Bagi Segenap Bangsa
dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga.

Pengelolaan Pemerintah yang
Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan.



Visi Misi Presiden

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Periode 2024-2029

Visi
Bersama Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045.

Misi

Memperkokoh ideologi Pancasila,
demokrasi, dan hak asasi manusia
(HAM).

Memantapkan sistem pertahanan
keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja
yang berkualitas, mendorong
kewirausahaan, mengembangkan
industri kreatif, dan melanjutkan
pengembangan infrastruktur.

Memperkuat pembangunan

sumber daya manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan
penyandang disabilitas.

>

Melanjutkan hilirisasi dan
industrialisasi untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari
bawah untuk pemerataan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik,
hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi dan
narkoba.

Memperkuat penyelarasan
kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam, dan budaya, serta
peningkatan toleransi antarumat
beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.



Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Dalam Negeri

Visi

Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam
memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong.

Misi

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan
kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam
rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa,
melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan
pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang
akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang
efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan
administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Dalam Negeri
menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan
umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan
desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan
daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di
daerah;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;

Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;

Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

7. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;

8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;

9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian; dan

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
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Struktur Organisasi

MENTERI DALAM NEGERI

WAKIL MENTERI DALAM NEGERI 1
WAKIL MENTERI DALAM NEGERI 2
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UMUM SIPIL

BADAN BADAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN SUMBER DAYA
DALAM NEGERI MANUSIA

INSTITUT
PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI

STAF AHLI MENTERI

BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA
BIDANG PEMERINTAHAN

BIDANG KEMASYARAKATAN DAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN
PUBLIK




Tantangan

Kementerian Dalam Negeri, dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk
membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, tentu menghadapi berbagai
permasalahan. Namun, permasalahan-permasalahan tersebut sejatinya dapat dilihat sebagai
tantangan yang memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja. Setiap tantangan yang
dihadapi oleh Kemendagri menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan, inovasi, dan
penyempurnaan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.

Sistem politik Indonesia terus mengalami demokratisasi, tetapi masih terdapat tantangan
dalam memperluas ruang keadilan sosial yang merata, ditambah dengan peningkatan
jumlah organisasi kemasyarakatan dan bantuan partai politik.

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, meskipun sudah mendorong pertumbuhan
ekonomi, menimbulkan ketimpangan antara daerah dan kota besar, yang berpotensi
mempengaruhi pelayanan publik serta pengurangan kemiskinan di wilayah tertentu.
Meski sudah ada upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara
pemerintah pusat dan daerah, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran elektronik
(e-planning dan e-budgeting) masih menemui hambatan terkait penyediaan data yang
akurat di tingkat daerah.

Gubernur menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsi sebagai wakil pemerintah
pusat, terutama dalam pengawasan daerah, meskipun ada dukungan pendanaan melalui
APBN untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

Pandemi COVID-19 mempercepat penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan,
namun masih ada tantangan besar terkait kesenjangan infrastruktur dan pengintegrasian
sistem antar lembaga, yang menghambat percepatan birokrasi.

Pengembangan kompetensi aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan
pembangunan belum optimal dengan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas
manajemen ASN.

Isu Strategis

. Stabilitas Politik Dalam Negeri

Stabilitas politik dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam
peningkatan kualitas demokrasi, penguatan ideologi kebangsaan, serta ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan peningkatan pada aspek
lembaga demokrasi, namun masih perlu upaya lebih lanjut dalam kebebasan sipil dan hak-hak
politik. Minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila serta ancaman radikalisme dan
komunisme memerlukan strategi pembumian nilai-nilai kebangsaan yang lebih efektif. Selain
itu, kesenjangan sosial akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi memicu konflik,
sementara globalisasi membawa tantangan baru, termasuk masuknya peneliti asing yang perlu
diawasi dengan kewaspadaan nasional. Dalam aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat
(Trantibumlinmas), masih terdapat kelemahan dalam mitigasi bencana, kapasitas kelembagaan
daerah, serta efektivitas penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP, yang memerlukan
integrasi kebijakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur
pendukung.

SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan, termasuk jabatan
fungsional strategis, masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintahan. Ketidaksinkronan antara penyelenggaraan diklat dengan kebutuhan
kompetensi di berbagai unit organisasi menghambat pengembangan kapasitas ASN yang
optimal. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan, terutama di BPSDM
Kemendagri dan IPDN, perlu ditingkatkan untuk menciptakan aparatur yang adaptif dan
kompetitif di tingkat regional maupun global. Selain itu, penguatan manajemen ASN berbasis
sistem merit menjadi kunci untuk membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan
berdaya saing tinggi.



3. Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa

a.

Tuntutan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terus meningkat, sementara
tantangan penguatan desentralisasi asimetris juga menghadirkan perbedaan persepsi
antara pemerintah pusat dan daerah, seperti di Papua, Aceh, dan DIY. Selain itu, daerah
induk masih belum menyelesaikan kewajiban terkait aset dan batas wilayah hasil
pemekaran.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan integrasi sistem perencanaan berbasis
elektronik (e-planning dan e-budgeting) belum optimal, mengakibatkan ketimpangan
pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Hal ini juga diperburuk dengan kurangnya
sinergi antar kementerian dan lembaga yang menyebabkan kebingungan dan tumpang
tindih regulasi di tingkat daerah.

Gubernur menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan
penganggaran daerah, dengan kurangnya sinergi dalam administrasi pemerintahan

dan perencanaan pembangunan berbasis konsep money follow program yang belum
diterapkan secara optimal.

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah masih belum maksimal, dengan adanya
keterlambatan dalam penetapan APBD di beberapa daerah dan rendahnya kapasitas
SDM pengelola keuangan yang tersertifikasi. Selain itu, inovasi dalam pembiayaan
pembangunan daerah seperti pinjaman dan obligasi daerah juga masih terbatas.
Kurangnya inisiatif untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
tata kelola pemerintahan daerah, disertai rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan
aparatur pemerintah dalam riset dan analisis data. Hal ini diperparah dengan terbatasnya
sarana dan prasarana untuk mendukung penguatan inovasi.

Pilkada serentak yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Nasional 2024
menghadirkan tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik serta memastikan proses
demokrasi yang berjalan efektif dan minim konflik, memerlukan evaluasi kebijakan Pilkada
sebelumnya untuk menyukseskan penyelenggaraan tersebut.

Otonomi Khusus Papua dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru
memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar
memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua tanpa menambah
kompleksitas birokrasi yang ada.

. Digitalisasi pemerintahan melalui SPBE menawarkan peluang besar untuk meningkatkan

transparansi dan efisiensi, namun tantangannya meliputi kurangnya integrasi sistem
antar daerah, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan kompetensi ASN dalam
pemanfaatan teknologi digital.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara menimbulkan tantangan dalam hal regulasi,
infrastruktur, dan kesiapan pemerintah daerah sekitar IKN. Perlu adanya strategi mitigasi
agar pemindahan ini tidak menciptakan ketimpangan ekonomi baru antara Jakarta dan
daerah tujuan IKN.






-:.
N b

"
s




Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.
Menteri Dalam Negeri

Palembang, 26 Oktober 1964

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN -

RIWAYAT JABATAN

2013 | Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist
Radicalization at

S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological
University, Singapore dengan predikat Magna Cum Laude.

2011 | Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih bintang Seroja).
2000 | Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.

1998 | Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University
Auckland, New Zealand.

1998 | Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New
Zealand.

1996 | Perguruan Tinggi llmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang
Wiyata Cendekia).

1993 | Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United
Kingdom.

1987 | Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Adhi
Makayasa).

1983 | SMAN 2 Palembang.

2019 - Sekarang | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2017 | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
2016 | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
2015 | Kapolda Metro Jaya.

2014 | Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.
2012 | Kapolda Papua.

2010 | Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

2009 | Kadensus 88 AT Bareskrim Palri.

2005 | Kapolres Serang Polda Banten.

2003 | Kasat | /Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

2000 | Kasat Serse Umum Ditserse Polda Metro Jaya.

1999j| Iﬁsaﬁferse Ekonomi Ditserse Polda Metro Jaya.

- - .




John Wempi Wetipo SH., MH
Wakil Menteri Dalam Negeri

TTL Hulakaima, 15 September 1972
DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN - 2011 | S2 Universitas Cendrawasih, Papua.
2009 | S1 Universitas Cendrawasih, Papua.
1994 | D.lIl Akademi Pariwisata Manado.
1991 | SMA Katholik Taruna Dharma Jayapura, Papua.
1988 | SMP Negeri 2 Wamena, Papua.
1985 | SD YPPGI Hitigima Wamena, Papua.

RIWAYAT JABATAN 2022 - September 2024 | Wakil Menteri Dalam Negeri.
2019 | Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2013 - 2018 | Bupati Kabupaten Jayawijaya
2008 - 2013 | Bupati Kabupaten Jayawijaya.
2006 | Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayawijaya.
2001 | Kepala Seksi Pemasaran Wisata.




Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.M
Wakil Menteri Dalam Negeri |

TTL Piramyd, 10 Januari 1971
DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN 2016 | S3 Doktor Manajemen Universitas Cendrawasih.
2009 | S2 Magister Manajemen Universitas Cendrawasih.
1996 | S1 Sarjana Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Silas Papare
1991 | SMA YPK Diaspora
1988 | SMP YPK Sentani
1985 | SD Inpres Mulele

RIWAYAT JABATAN 21 Oktober 2024 - Sekarang | Wakil Menteri Dalam Negeri
2023 | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
2022 | PJ. Gubernur Provinsi Papua Tengah.
2022 | Staf Ahli Mendagri Bid. Aparatur dan Pelayanan Publik.
2021 | Penjabat Bupati Kab. Yalimo, Provinsi Papua.
2020 | Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua
2017 | Penjabat Bupati Kab. Mappi, Provinsi Papua Selatan.
2017 | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua
2014 | Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua.
2013 | Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua
2010 | Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Jayawijaya.
2009 | Kasubbag Tata Usaha Kab. Jayawijaya.
2003 | Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. Jayawijaya.
2001 | Kasubdin Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kab. Jayawijaya.
2000 | Kepala Distrik Asologaima di KIMBIM




Bima Arya Sugiarto
Wakil Menteri Dalam Negeri Il

TTL Bogor, 17 Desember 1972
DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN - 1991-1996 | Sarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan
Bandung
1988-1991 | SMAN 1 Bogor
1986-1988 | SMP 1 Bogor
1985-1986 | SMPN 1 Medan
1985 | SDN Polisi 4 Bogor
1982-1984 | SD Kebon Baru IV Cirebon
1980-1982 | SD Tarumanagara Karawang
1979-1980 | SD Sukaresmi Subang
1977-1978 | TK Bhayangkari

RIWAYAT JABATAN 21 Oktober 2024 - Sekarang | Wakil Menteri Dalam Negeri
2014 - 2024 | Wali Kota Bogor
2010 | Komisaris Charta Politika Indonesia
2010 | Dosen Pasca Sarjana Universitas Paramadina
2009-2010 | Pemimpin Redaksi Majalah Rakyat Merdeka
2008-2010 | Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia
2007-2008 | Konsultan di Partnership for Governance Reform, UNDP
2006-2010 | Direktur Eksekutif Lead Institute Paramadina
2004-2005 | Research Fellow di Center For Strategic and International
Studies, CSIS
2004 - 2006 |Peneliti di Research School for Pacific and Asian Studies,
Canberra
2001 - 2014 | Dosen Universitas Paramadina
2001 - 2002 | Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas
Paramadina
1998-2001 | Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan




Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si.
Sekretaris Jenderal (Periode 11 Februari 2025 - Saat ini)
Plt Sekretaris Jenderal (Periode 2024 - 11 Februari 2025)

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si
Sekretaris Jenderal
(Periode 2022 - April 2024)

TTL Kota Bandar Lampung, 30 Januari 1969

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN + 2001 | Magister Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
+ 1997 | Sarjana llmu Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
Jakarta.
+ 1990 | Akademi Kepolisian.
+ 1987 | SMA Negeri 1 Jakarta.
+ 1984 | SMP Negeri 15 Bandung.
+ 1981 | SD Kristen PPKP Palembang.

RIWAYAT JABATAN 11 Februari 2025 s.d Sekarang| Sekretaris Jenderal
2024 - 11 Februari 2025 | Plt. Sekretaris Jenderal
2022 - 11 Februari 2025 | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2019 | Kapolda Nusa Tenggara Barat.
2018 | Kapolda Banten.
2017 | Karowassidik Bareskrim Polri.
2016 | Sesropaminal Divpropam Polri.
2016 | Dirreskrimsus Polda Sumsel.
2014 | Anjak Bidang Jemen Ops ltwasum Polri.
2011 | Kabid Propam Polda Jawa Timur.
2010 | Wakapolrestabes Surabaya.
2009 | Kapolres Jombang.
2007 | Kapolres Pamekasan.
2006 | Kasat Ill/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
2005 | Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
2004 | Kasatresmob Polda Metro Jaya.




Sang Made Mahendra Jaya
Inspektur Jenderal

(Periode 11 Februari 2025 - Saat Ini)
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum Dan

Kesatuan Bangsa(Periode 11 Februari 2025 - Saat Ini)

Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si.

Inspektur Jenderal

(Periode 2022 - 11 Februari 2025)

TTL Singaraja, 3 Juli 1966

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN -

2001 |S2 Universitas Hasanudin (Magister)
1996 | S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
1989 | Akademi Kepolisian

1985 | SMAN 2 Samarinda

1982 | SMPN 1 Singaraja

1979 | SDN 10 Naikoten | Kupang

RIWAYAT JABATAN

11 Februari 2025 - Saat ini | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2023 - Saat ini | Pj. Gubernur Bali

2023 - 11 Februari 2025 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum Dan
Kesatuan Bangsa

2020 - 2023 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan Dan Hukum
2020 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamandan, Hukum, Dan
Pengawasan

2018 - 2020 | Kasetum Polri

2016 - 2018 | Dirreskrimum Polda Bali

2015 - 2016 | Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri (DIm
Rangka Dik Sespimti 2015)

2014 - 2015 | Kasubdit | Dittipideksus Bareskrim Polri

2011 - 2014 | Dirreskrimsus Polda Bengkulu

2010 - 2011 | Penyidik Utama Tk lii Dit lii/Kor Dan Wcc Bareskrim Polri

2008 - 2010 | Waka Poltabes Samarinda Polda Kaltim

2008 | Kapolres Paser Polda Kaltim

2007 - 2008 | Kapolres Nunukan Polda Kaltim

2004 - 2007 | Penyidik Madya Unit V Bareskrim Polri (Ditugaskan Sebagai Anggota
Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

2004 | Pama Pd Ptik (DIm Rangka Dik Ptik)

2003 - 2004 | Kasat Iv Dit Reskrim Polda Sulsel

2002 - 2003 | Kasubbag Bin Ops Tipiter Dit Serse Polda Sulsel

2001 - 2002 | Waka Polres Pangkep Polwil Pare-Pare Polda Sulsel

2000 - 2001 | Kasubbag Binops Bag Serse Tipikor Dit Reskrim Polda Sulsel
2000 | Kasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel

1999 - 2000 | Wakasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel

1997 - 1999 | Kapolsekta Tamalate Poltabes Ujungpandang Polda Sulsel
1996 - 1997 | Pamin Ops C Pus Kodal Ops Polda Sulselra

1993 - 1996 | Ka Kpp3 Tenau Polres Kupang Polda Nusra

1992 - 1993 | Kapolsek Kupang Barat Polres Kupang Polda Nusra

1991 - 1992 | Kaurbin Ops Sat Bimmas Polres Kupang Polda Nusra

1990 - 1991 | Pamapta 1 Polres Kupang Polda Nusra




Dr. Drs. Safrizal, Z.A., M.Si
Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan
Periode 2020 - Saat Ini

Dr. Drs. Amran, MT
Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan (November 2023 s.d saat ini)

TTL Banda Aceh, 21 April 1970

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN + 2019 | Program Studi Doktor IiImu Pemerintahan Institut Pemerintahan
Dalam Negeri.
2007 | Pascasarjana STIA YAPPAN Program Magister Administrasi Publik.
Program Magister IImu Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan
Pascasarjana UNPAD.
1998 | Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta.
1992 | STPDN Jatinangor.

RIWAYAT JABATAN 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri.
2024 | Pj. Gubernur Aceh
2023 | Pj. Gubernur Bangka Belitung
2021 | Pj. Gubernur Kalimantan Selatan.
2019 | Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran,
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan .
2017 | Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan.
2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda.
2015 | Kabag Perencanaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
2012 | Kabag Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum.
2011 | Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum.
2009 | Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
2005 | Kasi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda
Kementerian Dalam Negeri.
2000 | Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Bireuen.
1999 | Pelaksana Camat Makmur Kab. Aceh Utara.
1998 | Sekretaris Kecamatan Makmur Kab. Aceh Utara.
1995 | Lurah Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.
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Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.
Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum

Drs. Syarmadani, M.Si
Plh. Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum (2024 - saat ini)

TTL Bone, 16 Januari 1973

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN - 2013 | S3/DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.
+ 2008 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) llmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.
+ 2000 | S1/SARJANA lImu pemerintahan Institut Imu Pemerintahan.
* 1995 | D3/DIPLOMA Ill Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemeritahan Dalam
Negeri.
1991 | SLTA 2 Watampone.
1998 | SLTP 4 Watampone.
1985 | SD Inpres 6/75 Biru Bone.

RIWAYAT JABATAN 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri.
2024 - Sekarang| Pj. Gubernur Sulawesi Barat
2023 | Pj. Gubernur Sulawesi Selatan
2020 | Pjs. Gubernur Kepulauan Riau.
2019 | PIt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian
Dalam Negeri.
2018 | Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal.
2016 | Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum.
2016 | PIt. Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum.
2015 | Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan
Pemerintahan Umum.
2010 | Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik.
2008 | Kasi Monitoring & Evaluasi pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi Dit.
Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan
Politik.
2008 | Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD.
2001 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Mattirotappareng
Kecamatan Tempe Kab.Wajo.




Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

- Dr.Handayani Ningrum, SE, M.Si
" Plh. Direktur Jenderal Kependudukan
_® M. dan Pencatatan Sipil (2024 s.d saat ini)

TTL Banyumas, 08 Maret 1967
DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN 2021 | S3 Doktor [Imu Pemerintahan IPDN.
1998 | S2/Magister Bidang Pendidikan IKIP Negeri Jakarta.
1991 | Sarjana S1 Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
1986 | SMA Negeri | Purwokerto.
1983 | SMP Negeri Ill Purwokerto.
1980 | SD Negeri Bobosan II.

RIWAYAT JABATAN 2023 - Sekarang | Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri.
2024 - Sekarang | Pj. Gubernur Jakarta
2022 - 2023 | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam
Negeri.
2020 | Pjs. Gubernur Kalimantan Utara.
2018 | Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara.
2016 - 2022 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri.
2014 - 2016 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2010 - 2014 | Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri.
2007 | Plt. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
2004 | Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
2002 | Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.
2001 | Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan
Diklat. 1
1998 | Pj. Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan
Manajemen Pemerintahan Badan Diklat.
1996 | Plt. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat
Badan Pik .5
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Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si.
Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Periode 2024 s.d Sekarang

TTL Pulau Punjung, 16 Maret 1970

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN + 2021 | S-3 Doktor lImu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
+ 2002 | S-2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi,
Universitas Indonesia.
1998 | S-1 Sarjana Manajemen Pembangunan Institut lImu Pemerintahan (lIP).
1993 | D-Ill Diploma llmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam
Negeri (STPDN).

RIWAYAT JABATAN 2019 - Sekarang | Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam
Negeri.
2023 - Sekarang | Pj. Gubernur Kalimantan Timur
2022 - 2023 | Pj. Gubernur Sulawesi Barat.
2019 | PIt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
2018 - 2019 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah.
2016 - 2018 | Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah.

+ 2015- 2016 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat
Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah.

2014 - 2015| Kepala Subdit Otonom Khusus Wilayah | pada Direktorat
Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah.

2012 - 2014 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah
pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
2011 - 2012 | Kepala Seksi Wilayah Illa pada Subdit Fasilitasi Kepala Daerah dan
DPRD Wilayah Il pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah .

2009 | Pj. Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera
Barat.

2008 | Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Keagamaan, Setda Provinsi
Sumatera Barat.

1995 | Kasubsi Lingkungan Hidup PMD VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat.

1994 | Pj. Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VII Koto
Kabupaten Padang Pariaman.




Ir. Restuardy Daud, M.Sc.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

TTL Manado, Sulawesi Utara, 29 Desember 1967

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN c

2001 | S2 IDEC Hiroshima University, Jepang

1992 | S1 Fakultas Teknik, Jurusan Sipil (Struktur dan Geoteknik),
Universitas Hasanudin, Makassar

1986 | SMA Negeri 1 Manado.

1983 | SMP Negeri 1 Manado.

1980 | SD Eben Haezar.

RIWAYAT JABATAN

2023 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian
Dalam Negeri.

2020 - 2023 | Sekretaris BNPP.

2020 | Pjs. Gubernur Jambi

2018 | Pj. Gubernur Kalimantan Timur.

2017 | Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan pada BNPP RI.
2015 | Kepala Biro Perencanaan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia.

2014 | Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, pada Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri

2014 | Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, pada Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah, Kemendagri.

2013 | Kepala Pusat Penerangan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia.

2012 | Kepala Pusat Data Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, pada
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.




Dr. La Ode Ahmad P Bolombo
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Periode Oktober 2022 - Februari 2024

TTL Wakuru, 24 Februari 1974

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN + 2021 | S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam
Negeri.
2010 | S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Nusa Bangsa.
2001 | S1 Sarjana llmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.
1997 | Diploma Pemerintahan STPDN.
1992 | SMA Umum jurusan Fisika SMAN 2 Raha.
1989 | SMP Negeri 1 Raha.
1986 | SDN 1 Wakuru.

RIWAYAT JABATAN 2024 - Sekarang Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
2023 | Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
2023 | Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2021 | PIt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
2020 | Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
2019 | Penjabat Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.
2018 | Direktur Politik Dalam Negeri.
2016 | Direktur Organisasi Kemasyarakatan.
2015 | Kasubdit Penanganan Konflik.
2012 | Kasubdit Penanganan Konflik Pemerintahan.
2010 | Kasi Otonomi Khusus Aceh dan DKI.
2008 | Kasi Penataan Daerah Ditjen Otda.
2003 | Kasubbag Umum pada Set. KPU Kota Bitung.
2002 | Kasubbag Tata Pemerintahan.
2000 | Sekcam Bitung Timur.
1998 | Kasi Pemerintahan pada Kec. Bitung Tengah.




TTL

Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev
Plh. Direktur Jenderal Keuangan Daerah
(Oktober 2023 - Saat Ini)

Sukabumi (Lampung), 6 Juni 1972

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

2009 | S3 Doktoral llImu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
2003 | S2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
1999 | S1 Sarjana Institut Ilmu Pemerintah, IIP Jakarta.

1994 | D lll STPDN Jatinangor.

RIWAYAT PEKERJAAN

2022 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri.

2024 | Pj. Gubernur Sumatera Utara

2023 | Pj. Gubernur Sumatera Selatan

2021 | PIh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2020 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam
Negeri.

2020 | Pjs. Gubernur Sulawesi Utara.

2019 | Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2016 | PIt. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri .
2015 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
2014 | Sekretaris Korpri Unit Kementerian Dalam Negeri.

2012 | Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri.

2012 | Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri.

2011 | Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri.

2008 | Kasi Otsus Papua-Papua Barat-DIY Ditjen Otda.

1995 | ADC Gubernur Lampung.




Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M.
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

TTL

Klaten, 3 April 1960

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

2019 | S3 llmu Pemerintahan IPDN Jatinangor.

2000 | S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia (M.M)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

1985 | S1 llmu Pemerintahan (Drs.) Universitas Diponegoro Semarang.
1979 | SMAN 2 Klaten.

1975 | SMPN Klaten.

1973 | SD Kristen | Grobogan.

RIWAYAT JABATAN

2020 - Sekarang | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

2019 | PIt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

2018 | Pj. Gubernur Sumatera Selatan.

2018 | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

2017 | PIt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

2017 | Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

2016 | Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

2015 | Pj. Gubernur Kalimantan Tengah.

2014 | Deputi | Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan
Nasional Pengelola Perbatasan RI.

2014 | Staf Ahli Menteri Bidang SDM dan Kependudukan Kementerian
Dalam Negeri.

2008 | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2005 | Asisten Administrasi Setprov Jawa Tengah.

2000 | Kepala Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.

1996 | Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.
1994 | Kepala Sub Bagian Perkotaan Biro Pembangunan Daerah
Setprov Jawa Tengah.

1988 | Kepala Sub Bagian Sosial Budaya Biro Pembangunan Daerah
Setprov Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.




Dr. Sugeng Hariyono
Kepala Badan Pengembangan Sumber
DEVERVED T E]

TTL Temanggung. 17 Oktober 1966

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN 2013 | S3 (Doktor) Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran
Bandung.
1997 | S2 (Master) Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta.
1990 | S1 (Sarjana) FISIPOL llmu Pemerintahan UGM Yogyakarta.

RIWAYAT JABATAN 2022 - Sekarang | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri.
2021 | PIt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam
Negeri.
2020 | Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga
Kementerian Dalam Negeri.
2020 | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Adwil, Pemdes dan
Kependudukan pada Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.
2019 | Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri.
2017 | Inspektur Il pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2016 | Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri.
2012 | Kepala Pusat Litbang PUM dan Kependudukan Kementerian Dalam
Negeri.
2010 | Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum pada Badan Nasional
Pengelola Perbatasan.




Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

TTL Parigi, 29 April 1967
DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN 2008 | S3 Universitas Negeri Jakarta.
1997 | S2 IKIP Jakarta.
1992 | S1 Jakarta IIP Jurusan Keuangan Daerah.
1989 | D4 APDN Manado Jurusan Manajemen Pemerintahan.
1985 | SMA Negeri 1 Gorontalo.
1982 | SMP Negeri 2 Gorontalo.
1979 | SD Negeri 1 Talulobutu, Tapa, Gorontalo.

RIWAYAT JABATAN 2022 - Sekarang | Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri.
2020 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian
Dalam Negeri.
2020 | PIh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri.
2019 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan
Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri.
2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD,
Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
2015 | Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan
Kerjasama IPDN.
2013 | Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2010 | Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan
Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2006 | Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kementerian Dalam
Negeri.
2004 | Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan
Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2000 | Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian
Dalam Negeri.
1998 | Pj. Kasubbag Penyusunan Program, Badan Diklat
Kementerian Dalam Negeri.




Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc
Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan
dan Hubungan Antar Lembaga

TTL Brastagi, 28 Oktober 1965
DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN + Sekarang - Program Doktoral IImu Pemerintahan IPDN Jakarta.
+ 1997 | Master Degree Geographic Information UNSW, Sydney Australia.
+ 1995 | Cert. Eng Landuse Planning ITC, Enschede, Belanda.
+ 1991 | Sarjana Konservasi Tanah dan Air IPB Bogor.

RIWAYAT JABATAN 2022 - Sekarang | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan
Antar Lembaga.
2024 | Pj. Gubernur Kalimantan Utara
2023 | PIh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum
2021 | Pengawas Ahli Utama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah.
2020 | Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia,
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
2016 | Asdep Jaminan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK).
2014 | Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko Kesra.
2012 | Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Perubahan Iklim, Kemenko
Kesra.
2010 | Asisten Deputi Urusan Berencana, Kemenko Kesra.
2008 | Kabag Perencanaan Ditjen Otonomi Daerah Depdagri.
2006 | Kasubdit Batas Antar Negara Depdagri.
2001 | Kabag Perencanaan Inspektorat Jenderal Depdagri.
2000 | Kasi, Otorita dan Kawasan Khusus, Ditjen PUM Depdagri.




Dr.Dra. Rochayati Basra, M.Pd
Pit. Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan

TTL Cirebon, 310ktober 1967

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN -

2011 | (S3) Doktor Bidang Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia
2002 | (S2) Magister Bidang Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
1992 | (S1) Tarbiyah IAIN Sunan Gn Jati

1986 | SMA Negeri 1 Sumber - Cirebon

1983 | SMP Negeri 1 Sumber - Cirebon

1980 | SD Negeri Il Sumber - Cirebon

RIWAYAT JABATAN

2023 - Sekarang | Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Bidang Pemerintahan
2020 | Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Pada Badan Pengembangan Sumber Daya

2017 | Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi pada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

2015 | Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Penelitian dan
Pengembangan

2014 | Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat
Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan

2010 | Widyaiswara Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan




Staf Khusus Menteri

Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D Dr. Herry Heryawan, S.1.K., M.H.
Staf Khusus Menteri Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan Bidang Keamanan dan Hukum

Dr. H. Apep Fajar Kurniawan, S.Th.i, M.Si
Staf Khusus Menteri
Bidang Politik Pembentukan Jaringan

>
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Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH, M.Hum Dr. Kastorius Sinaga
Staf Khusus Menteri Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan Desa Bidang Politik dan Media

dan Pembangunan Perbatasan



Sumber Daya Manusia

1. Berdasarkan Jenis Kelamin
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3. Berdasarkan golongan
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4. Berdasarkan jenis jabatan
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5. Berdasarkan Pensiun, Meninggal, Pindah Wilayah Kerja, dan Berhenti
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Rencana Strategis

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

hasil evaluasi atas Perjanjian Kinerja 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 yang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
indikator, target, dan pagu mengacu 67 Tahun 2020 Tentang Rencana

pada dokumen perencanaan dan Strategis Kementerian Dalam Negeri
penganggaran Tahun 2024, yang dalam Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja
penyusunannya didasari pada dokumen ini juga sebagai pertanggungjawaban
Rencana Strategis Kementerian Dalam atas peran dan mandat yang diberikan
Negeri sebagaimana ditetapkan dalam kepada Kementerian Dalam Negeri

sesuai Peraturan Presiden Nomor

149 Tahun 2024 tentang Kementerian
Dalam Negeri dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 137 Tahun

2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Dalam Negeri.
Adapun penjabaran Rencana Strategis
Kementerian Dalam Negeri 2020-2024,
sebagai berikut:

_|_
(e J

v L

AN
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Sejalan dengan Visi dan Misi, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai
Kementerian:

e Terwujudnya Stabilitas Politik dalam negeri dan
kesatuan bangsa

Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan dalam negeri dalam sinergi

== T2 pembangunan pusat dan daerah, dan
pelayanan publik yang berkualitas, serta
penguatan kebijakan strategis Kementerian
Dalam Negeri

<4+— T3 Pgmngkatan tata kelola pemermtahan yang baik
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam
Negeri, sebagai berikut:

/ Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung \

pencapaian Tujuan 1:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 1:
1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran
Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
a. Indeks Demokrasi Indonesia.
b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
C. Indeks Kinerja Ormas.

2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator
Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.

b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).

c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.

d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
e. Indeks Harmoni Indonesia.

3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis
sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan
Nasional.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran
Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi Jumlah daerah dengan

K Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”. /
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/ Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung \

pencapaian Tujuan 2:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
(SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran
Strategis ini, meliputi:

a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam

Pelajaran (JP) per tahun.

Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.

Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.

d. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

[aENen

2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan
Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini,
yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional,
proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur
ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

b. Nilai Kinerja Kemitraan KDN dan DPRD.

c. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

d. Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah.

e. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

f.  Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai
"Baik”.

g. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

h. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.

i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.

j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan
tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran
Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
b. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaakan data kependudukan nasional untuk pelayanan
publik.

5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran
Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yvaitu Indeks Tata Kelola

K Penyelenggaraan Kewilayahan. /
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/ Rumusan Sasaran Strategis dalam m \

pencapaian Tujuan 3:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 2:

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
(SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategisinisebagailndikator Kinerja
Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11),
dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran
Strategis ini, meliputi:

a. Indeks Pengawasan Internal.
b. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

3. Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan
implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri (S512), dengan
Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini,
yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Strategi Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Yang Direkomendasikan Dan Ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri.

:
g
=

)




)

Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan
capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun periode Renstra.
Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas
Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arahan Program Prioritas Pembangunan
Indonesia Maju Tahun 2019-2024 dan langkah keberlanjutan dalam mendukung Asta Cita
pada Kabinet Merah Putih yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan
Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk
indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur
keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di
atas pada masing-masing Sasaran Strategis, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
Meningkat-kan kuali.tas Indeks Demokrasi Indonesia Nilai 77,36 Nilai 79,58
demokrasi Indonesia

Tingkat partisipasi 79,5%

Terwujudnya

stabilitas politik
kat dal 77,5% (target dalam
masyarakat dalam (Pilkada) Pemily sesul

Pemilukada dan Pemilu 2020-2024)

dalam negeri dan
kesatuan bangsa

Indeks Kinerja Ormas

' ' '

Meningkatkan Indeks Ketahqnan NESE] Nilai 2,38
Gatra Ideologi

Pancasila di Daerah

Indeks Capaian Revolusi
Mental (ICRM)

Indeks Ketahanan Nasional

Gatra Ekonomi Nilai 2,865

Indeks Ketahanan Nasional

Gatra Sosial Budaya fildilg. 31

Indeks Harmoni Indonesia

Meningkatnya Indeks Kewaspadaan
Kewaspadaan Nasional NESeNE]

Jumlah daerah dengan
Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas kategori
“Baik”

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
trantibumlinmas

150 daerah
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TARGET RGET
TUJUAN S N STRATEGIS INDIKA

Peningkatan
kapasitas dan sinergi
pembangunan pusat
dan daerah, serta
pelayanan publik
yang berkualitas

dan penguatan
inovasi

Meningkatnya kapasitas
dan kualitas SDM
aparatur pemerintahan
dalam negeri

Meningkatknya
harmonisasi kualitas
produk hukum Pusat
dan Daerah

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan dalam negeri
yang adaptif, profesional,
proaktif, dan inovatif

Persentase pemenuhan
pengembangan kompetensi
SDM aparatur minimal 20
Jam Pelajaran (JP) per tahun

Tingkat Kapabilitas Auditor
Kementerian Dalam Negeri

ingkat Kapasitas PPUPD secara
Nasional

Indeks Kepuasan
Stakeholder terhadap Kinerja
Alumni

Indeks Kepatuhan
Penyusunan Produk Hukum
Daerah

Indeks Kinerja Kepala Daerah dan
DPRD dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan
DPRD

Nilai Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Persentase Capaian penerapan
SPM di Daerah

Indeks Sinkronisasi Penyeleng-
garaan Urusan Pemerintahan
Daerah

Persentase desa dengan
nilai Indeks Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kategori
nilai “Baik”

Rata-rata Indeks Pengelolaan
[GUERIERIDEEED]

.

Level 3
(100%)

Level 3
(100%)

° 2
< w

&

Nilai Nilai
3,00 3,60

Nilai 85
(Sangat
Tinggi)

Nilai 4,00
(Tinggi)

Nilai 2,85
(Sedang)

30%

Nilai 100
(Sinkron)

10% 4%

1
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TUJUAN

Peningkatan
kapasitas dan sinergi
pembangunan pusat
dan daerah, serta
pelayanan publik
yang berkualitas

dan penguatan
inovasi

Peningkatan

tata kelola
pemerintahan yang
baik di lingkungan
Kementerian Dalam
Negeri

TARGET
S N ATEGIS INDIKATOR

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan dalam negeri
yang adaptif, profesional,
proaktif, dan inovatif

Terjaminnya hak-hak
keperdataan setiap
warga negara dalam
aspek kependudukan
dan tersedianya data
kependudukan untuk
semua keperluan

Meningkatnya tata
kelola penyelenggaraan
kewilayahan

Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi di
lingkungan Kemendagri

Terwujudnya
Kementerian Dalam
Negeri yang akuntabel
dan berintegritas

Meningkatnya kemanfaatan
rekomendasi strategi
kebijakan guna penataan dan
implementasi kebijakan di
bidang pemerintahan dalam
negeri

Persentase daerah yang

mempunyai nilai Indeks Inovasi
tinggi

Indeks Pengawasan o
Pemerintahan Daerah LR
Indeks Kapasitas Inspektorat

Daerah

90%
cakupan kepemili
kan dokumen
kependu dukan
bagi yang
melaporkan

Persentase cakupan layanan
pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil

Jumlah lembaga pengguna
yang memanfaatkan data
kependudukan nasional
untuk pelayanan publik

300
Lembaga
Pengguna

Indeks Tata Kelola
Penyelenggaraan
Kewilayahan

Nilai
85,01

Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Dalam Negeri

Indeks Pengawasan Internal Nilai 80

Indeks Penanganan

Pemeriksaan Khusus Nilai 80

Persentase rekomendasi hasil
strategi kebijakan di bidang
pemerintahan dalam negeri
yang direkomendasikan dan
ditindaklanjuti Menteri Dalam
Negeri

40%

1

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020
Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

)
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TARGET
2024

36%

Nilai 90

100%
cakupan kepemili
kan dokumen
kependu dukan
bagi yang
melaporkan

1.500
Lembaga
Pengguna




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
dan berorientasi pada hasil, serta sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja,
disusun Perjanjian Kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan turunan atau periodisasi satu tahun dari target
kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan mengacu pada Rencana Kerja
2024, RKA-K/L 2024, dan DIPA Tahun 2024 lingkup Kementerian Dalam Negeri, dengan
penjabaran sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR ngng
' demokrasi Indonesia POLPUM

79,5%
(Target dalam DITJEN

Tingkat partisipasi masyarakat

dalam Pilkada dan Pemilu Pemil :
emilu sesuai POLPUM
RPJMN

2020-2024)

Indeks Kinerja Ormas Nilai 66 DITJEN
POLPUM

DITJEN
POLPUM

Meningkatkan
Indeks Harmoni Indonesia

implementasi nilai-nilai Nilai 6,3

Pancasila di Daerah

Meningkatnya
Kewaspadaan Nasional

DITJEN
POLPUM

Indeks Kewaspadaan Nasional

Nilai 64
150
Daerah

75%

Meningkatnya kualitas Jumlah daerah dengan Indeks
penyelenggaraan Penyelenggaraan
Trantibumlinmas Trantibumlinmas Kategori “Baik”

DITJEN
BINA ADWIL

Meningkatnya kapasitas Persentase pemenuhan
dan kualitas SDM pengembangan kompetensi
aparatur pemerintahan SDM aparatur minimal 20
dalam negeri Jam Pelajaran (JP) per tahun

Tingkat Kapabilitas Auditor Level 3
Kementerian Dalam Negeri (100%)

Tingkat Kapasitas PPUPD secara Level 3
Nasional (100%)

Indeks Kepuasan
Stakeholder terhadap Kinerja Nilai 3,6
Alumni
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TARGET PENANGGUNG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 2024 JAWARB

Meningkatnya Harmonisasi Indeks Kepatuhan Nilai 85
Kualitas Produk Hukum Penyusunan Produk Hukum (Sangat
Pusat dan Daerah Daerah Tinggi)

DITJEN
OTDA

Meningkatnya tata kelola Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DITJEN
pemerintahan dalam negeri DPRD OTDA
yang adaptif, profesional,
proaktif, dan inovatif Nilai Evaluasi
Nilai 4,00 DITJEN

Penyelenggaraan
(Tinggi) OTDA

Pemerintahan Daerah

Persentase capaian penerapan 1009 DITJEN
SPM di daerah . BINA BANGDA

Indeks Sinkronisasi

Nilai 100 DITJEN

Penyelenggaraan Urusan
(Sinkron) BINA BANGDA

Pemerintahan Daerah

Persentase desa dengan nilai

Indeks Penyelenggaraan DITJEN
Pemerintahan Desa Kategori BINA PEMDES
INHETMCETS

Rata-rata Indeks Pengelolaan DITJEN
Keuangan Daerah BINA KEUDA

Persentase daerah yang
mempunyai nilai Indeks Inovasi
tinggi

Indeks Pengawasan Nilai 100
Pemerintahan Daerah (Sangat Baik)

Indeks Kapasitas Inspektorat -
Nilai 90 (A) ITJEN
Daerah

Terjaminnya hak-hak keperdataan Persentase Cakupan Layanan 100%
setiap warga negara dalam aspek Pendaftaran Penduduk dan Cakupan
kependudukan dan tersedianya data Pencatatan Sipil kepemilikan DITJEN
kependudukan untuk dokumen DUKCAPIL
semua keperluan kependudukan
bagi yang
melaporkan

Jumlah Lembaga Pengguna yang

Memanfaatkan Data 1.500
Kependudukan Nasional untuk Lembaga
Pelayanan Publik Pengguna

DITJEN
DUKCAPIL
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Meningkatnya tata
kelola penyelenggaraan
kewilayahan

Meningkatnya kualitas
Reformasi birokrasi di
lingkungan Kemendagri

Terwujudnya Kementerian
Dalam Negeri yang Akuntabel
dan Berintegritas

Meningkatnya Kemanfaatan
Rekomendasi Strategi
Kebijakan Guna Penataan dan
Implementasi Kebijakan di
Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri

Untuk mewujudkan kinerja
tersebut,Kementerian  Dalam  Negeri
mendapatdukungan anggaran dari APBN
TA. 2024 sebesar 5.205.771.827.000,-
yang digunakan untuk melaksanakan 4
Program, sebagai berikut:

TARGET PENANGGUNG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 2024 JAWARB

Indeks Tata Kelola
Penyelenggaraan
Kewilayahan

DITJEN BINA
ADWIL

Indeks Reformasi Birokrasi

Kementerian Dalam Negeri SETJEN

Indeks Pengawasan Internal Nilai 100

(Sangat Baik)

Nilai 85
(Baik)

Indeks Penanganan
Pemeriksaan Khusus

Persentase rekomendasi hasil
strategi kebijakan di bidang
pemerintahan dalam negeri
yang direkomendasikan

dan ditindaklanjuti Menteri
Dalam Negeri

Program Dukungan Manajemen Rp. 2.226.859.135.000,-

Program Pembinaan Kapasitas e
Pemerintahan Daerah dan Desa (2 Ao 2SI

Program Tata Kelola

T Rp. 1.162.640.058.000.-

Program Pembinaan Politik dan
Rp. 157.624.911.000,-

Pemerintahan Umum

*Terdapat pagu blokir sebesar Rp.40.290.593.000-

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 (Adendum).
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Pengukuran Kinerja

Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) dan melaporkan progres kinerja
atas mandat serta sumber daya yang digunakan sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan sebagaimana secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejak Tahun 2018
pelaporan kinerja dilakukan melalui aplikasi e-Sakip Reviu (esr) Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator sasaran strategis atau disebut juga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri
merupakaninstrumen manajemen atau tolok ukur untuk mengetahuitingkat capaiankinerja pelaksanaan
program dan kegiatan strategis dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerja (wujud pertanggungjawaban)
dalam waktu 1 (satu) tahun melalui media pelaporan. Dalam Laporan Kinerja ini, pengukuran kinerja
dilakukan terhadap capaian kinerja IKU, kinerja Sasaran Strategis, yang selanjutnya menjadi gambaran
umum capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun pengukuran kinerja masing-masing tingkatan
tersebut dirumuskan sebagai berikut:

4 )
1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan targe
yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisas
maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan
target yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin
rendah realisasi maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Realisasi

Capaian Kinerja IKU = X 100%
Target

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan target
yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi
maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Penilaian capaian kinerja Sasaran Strategis diukur berdasarkan rata-rata capaian IKU pada setiap
sasaran strategis yang menunjukkan semakin tinggi capaian maka semakin tinggi kinerja atau
semakin rendah capaian maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai
berikut:

X Capaian IKU dalam sasaran strategis

C ian Ki ja S Strategis = X 1009
apatan Rinerja sasaran Strategis L IKU dalam sasaran strategis %

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja sasaran strategis di atas dapat dirata-ratakan, yang dijadikan
sebagai capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, adapun rumus yang digunakan:

. . . . . XY Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri = - X 100%
Y Sasaran Strategis

- J
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Untuk menentukan tingkat keberhasilan atas kinerja Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis, dan
tingkat Kementerian menggunakan pengukuran skala ordinal, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal

>100% Sangat Tinggi Sangat Berhasil
90% > x < 100% Tinggi Berhasil

75% > x < 90% Sedang Cukup Berhasil
50% 2 x < 75% Rendah Tidak Berhasil
<50% Sangat Rendah Sangat Tidak Berhasil

X = Capaian Kinerja

Dalam Laporan Kinerja ini, Apabila perhitungan berdasarkan analisis gap terdapat capaian Indikator
Kinerja Utama lebih besar dari 100%, maka penulisan capaian dibatasi maksimal sampai dengan 120%,
sekaligus menjadi dasar perhitungan capaian kinerja sasaran strategis. Dalam penjelasan masing-masing
indikator kinerja utama dapat menarasikan capaian kinerja IKU lebih besar dari 120%.
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Indikator Kinerja U

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Dalam Upaya Peningkatan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi,
nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan
kapasitas lembaga demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia
yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil
pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian
tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan
bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan

3 (tiga) Indikator dalam Renstra Ditjen Polpum yaitu Indeks Demokrasi
Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada dan Pemilu
serta Indeks Kinerja Ormas.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Indikator komposit yang
menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Indonesia. Tingkat
capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga
aspek Demokrasi, yaitu: Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga
Demokrasi yang merupakan Instrumen pengukuran untuk mengetahui
kondisi dan Perkembangan demokrasi nasional maupun provinsi.
Instrumen Pengukuran IDI terdiri dari 3 (tiga) Aspek yang dijabarkan ke
dalam 22 Indikator. Guna meningkatkan skor IDI tersebut, perlu adanya
peran Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan kelompok kerja
(Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi seluruh Indonesia,
serta penguatan pada 13 indikator (Terjaminnya kebebasan berkumpul,
berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara, Terjaminnya
kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar
masyarakat, terjaminnya kebebasan berkeyakinan, terjaminnya kebebasan
berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam
setiap kebijakan, Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu,
Kesetaraan Gender, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan
publik melalui lembaga perwakilan, Kesetaraan dalam pelayanan dasar,
Kinerja Lembaga Legislatif, Netralitas Penyelenggara Pemilu, Trasnparansi
Anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh Pemerintah,
Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan pendidikan poitik pada kader
partai politik).

Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)

Mengukur Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dengan IDI
berdasarkan 3 (tiga) Aspek dan 22 Indikator. Pengukuran dilakukan di setiap
Provinsi, kemudian hasil pengukuran IDI disetiap Provinsi dirata-ratakan
menjadi nilai IDI Nasional. Nilai hasilnya dalam bentuk angka 0 sampai 100,
angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian : 60< Buruk, 60-80 sedang,
>80 baik.

Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan
Umum

Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, BPS dan Pemda

1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Dokumen, Focus Group Discussion, Wawancara, Surat Kabar satu per
provinsi, Big Data Verifikasi

1 Tahun (IDI Tahun Sebelumnya diukur di Tahun Berikut H+1)

Nilai 79,58

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI | LAPO



Indikato

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Dalam Upaya Peningkatan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga
Demokrasi, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan,
kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dilihat

pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum
dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas
Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja
terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan

3 (tiga) Indikator dalam Renstra Ditjen Polpum yaitu Indeks
Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam
Pemilukada dan Pemilu serta Indeks Kinerja Ormas.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu

Partisipasi politik identik dengan tingkat kesadaran politik
masayarakat guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD
1945. Partisipasi politik salah satu budaya politik berupa kewajiban
dan tanggung jawab warga negara dalam ambil bagian untuk
turut serta menciptakan situasi pemerintahan yang demokratis.
Kesadaran politik yang tinggi akan membawa partisipasi yang aktif
dalam penyelenggaraa pemilu. Oleh karena itu perlu mengukur
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada/
Pemilu, dimana persentase tersebut dipengaruhi oleh partisipasi
dan minat masyarakat aktif dalam pemilu, masyarakat bebas dalam
mengeluarkan pendapat.

Persentase (%)

Tata cara penghitungan berasal dari formulir D. Hasil-KWK, seluruh
pengguna hak pilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Daftar
Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) di
Seluruh Indonesia dibagi jumlah pemilih dari DPT ditambah DPTb
dari Seluruh Indonesia dikali 100 persen.

Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan
Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa (KPU RI)
2. KPU Provinsi/Kab/Kota.
3. Kesbangpol Prov/Kab/Kota.

Berdasarkan Dokumen DPT, DPTb, DPPh, Data Jumlah Pemilih DPT
dan Jumlah Pemilinh DPTh.

1 Tahun (Setiap Ada Pelaksanaan Pemilukada/Pemilu)

79,5%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Indikator Kinerja Utama 3

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Dalam Upaya Peningkatan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi,
nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan
kapasitas lembaga demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia
yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil
Deskripsi Sasaran pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian
Strategis tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan
bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan
3 (tiga) Indikator dalam Renstra Ditjen Polpum yaitu Indeks Demokrasi
Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada dan Pemilu
serta Indeks Kinerja Ormas.

Indikator Kinerja Utama Indeks Kinerja Ormas

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga sebagai representasi kekuatan civil
society, sejak era reformasi telah muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai
kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan- kebijakan yang diambil
oleh pemerintah. Ormas hadir untuk melakukan pemberdayaan dan berbagai
edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat
luas.Sebagai upaya Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga
Demokrasi. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengindikasikan
bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat
Fei : penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan
D,eSkr,IPSI Indikator seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-
Kinerja Utama Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang
Didirikan oleh Warga Asing menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki
perhatian yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.Dalam
rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya
variabel indikator yang jelas oleh stakeholders. Variabel dan Indikator kinerja adalah
ukuran kuantitaif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Variabel pengukuran Indek Kinerja
Ormas terdiri dari variabel Sumber Daya manusia (terdiri dari 4 Indikator dan 16 Sub
Indikator) dan variabel Program (terdiri dari 3 Indikator dan 14 Sub Indokator)

Satuan Pengukuran Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)

Kinerja sebuah organisasi mempunyai variasi antara organisasi yang satu dengan
organisasi lainnya bergantung pada tujuan dan tugas yang dilaksanakan oleh
organisasi tersebut. Meskipun bentuk dari kinerja setiap organisasi berbeda-beda,
namun pada dasarnya setiap organisasi dapat diukur kinerjanya melalui beberapa
variabel yang meliputi variabel input, output, outcome dan impact. Tingkatan variabel
kinerja dapat pula dikelompokkan menjadi variabel mikro, meso dan makro. Untuk
mengukur kinerja Ormas, perlu ditetapkan variabel beserta indikator setiap variabel
tersebut. Adapun variabel dan indikator pengukuran kinerja Ormas adalah sebagai
berikut :

(1)Variabel Sumber Daya dengan Indikator Kepemilikan kantor/sekretariat dan
perlengkapannya, Karyawan, Sumber Pendapatan, Penerimaan sumbangan bagi

Formula Pengukuran kegiatan ormas, Pemanfaatan pendapatan/anggaran dan Akutansi Keuangan ;
(2)Variabel Program dengan Indikator Dasar Penyusunan Program, Rencana program,
Pelaksanaan program, Manfaat Program yang dirasakan dan Evaluasi.

Nilai Sama atau lebih dari 100 (Kinerja Baik Sekali); Nilai 75-99 (Baik); Nilai 50-74
(Cukup Baik) dan Nilai 25-49 (Kenerja Buruk).

Hasil pengukuran Indeks Kinerja Ormas pada Tahun 2022 ini dilakukan dengan
berfokus kepada 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur
yang dinilai memiliki heteroginitas tinggi atau keberagaman karakteristik yang
cenderung lebih besar dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia. Dengan Formulasi
Pegukuran %lIndikator = n Total Indikator / n Indikator x 100% Kemudian %Variabel =
n%Indikator / n Variabel dan %Dimensi = n%Variabel/ n Dimensi

Unit/Pihak Penanggung Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan
Jawab IKU Umum
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Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan
Umum

Database Ormas terdaftar SKT Kemendagri, Googleform pengisian
kertas kerja dan hasil survey pengukuran kinerja Ormas

1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)

Nilai 66

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Indikator

Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah

Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat
subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa
dan pendukung nilai pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan
negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan
hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai
dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian
bangsa.Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi

atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam
kenegaraan. Simpul Strategis Pembumian Pancasila Berjalan Optimal
merupakan salah satu sasaran program dalam rangka mencapai tujuan
terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan
Indikator Pengukurannya yaitu Indeks Harmoni Indonesia dan Persentase
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang melaksanakan Rencana Aksi
Daerah Secara Efektif

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama Indeks Harmoni Indonesia

Pengukuran Indeks Harmoni menggunakan 4 dimensi : Ekonomi (30%),
Sosial (23%), Budaya (22%), Keberagamaan (25%), yang terdiri dari 10
variabel dan 31 indikator. Pengukuran Indeks Harmoni sebagai instrumen
evaluasi yang esensial dalam menganalisis tingkat keselarasan dan
keseimbangan antara berbagai dimensi pembangunan. Sebagai instrumen
evaluasi, pengukuran ini melibatkan proses pengumpulan dan analisis data

Deskripsi Indikator untuk menyusun indeks yang bercerminkan status pembangunan suatu

Kinerja Utama wilayah. Langkah-langkah ini mencakup identifikasi indikator yang relevan,
penentuan bobot atau pentingnya setiap indikator, dan pembuatan rumus
atau metode penghitungan untuk menghasilkan nilai Indeks Harmoni.
Indeks Harmoni menjadi alat evaluasi yang dapat memberikan wawasan
mendalam terkait efektifitas pembangunan suatu wilayah, membantu
mengidentifikasi kelemahan atau ketidakseimbangan dan memberikan
dasar untuk perbaikan kebijakan dan tindakan strategis.

Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 9) beserta nilai variabel Sangat

SELLELILE LA E L Baik, Baik, Moderat ke Arah Baik, Moderat dan kurang

Pengukuran Indeks Harmoni (IHal) mengunakan welbeing methodologi
(WM) dengan menganalisis skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan
Akseptabilitas (PPA) masyarakat terhadap variabel Xi dengan rumusan
pengukuran : Ruang Lingkup dan Uji Instrumen Survey, Analisis Regularity

Formula Pengukuran (R), Analisis Response Rate (RR), Analisis Singifikansi Skor Penilaian (SSP)
dengan Standar Acuan Signifikansi (SAS), Analisis Standar Deviasi (SD),
Analisis Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR), Analisis Data Matriks,
Analisis Distribusi Skor Penilaian, Analisis Keseimbangan Data PPA, Analisis
Resume Data Non Struktural

Unit/Pihak Penanggung Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik

Jawab IKU dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kesbangpol
Data Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota

Unsur dodeca-helix di Kabupaten/Kota terdiri dari : akademisi, kelompok
usahawan, organisasi profesi, ormas, wirausahawan sosial, lembaga

Sumber Data keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, penanam
modal/investor, pasar/agen ekonomi, jurnalis dan media massa dan
masyarakat penerima manfaat

1 Tahun (pengukuran tanggal 17 November sampai dengan 17

Periode Pelaporan Desember 2024)

Target Tahun 2024 Nilai 6,3

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Indikator Kinerja Utama 5

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran

Meningkatnya kewaspadaan nasional

Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh

bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi
pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional merupakan salah satu sasaran strategis dalam
rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan
Bangsa dengan Indikator Pengukuran adalah Indeks Kewaspadaan Nasional dalam
rangka Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah Dalam Melaksanakan Deteksi Dini Dan
Cegah Dini

Indeks Kewaspadaan Nasional

Indikator Kinerja Program (IKP) adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran program yang harus dicapai. Tujuan Penetapan
Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

Direktorat Kewaspadaan Nasional memiliki tugas dan fungsi, yakni

pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan

kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara,

fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik

dan pengawasan orang asing dan lembaga asing, maka diperlukan

sebuah kajian ilmiah yang dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini

soal ancaman seputar kewaspadaan nasional. Maka dari itu diperlukan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Indeks Kewaspadaan

Nasional (IKN) merupakan bagian dari IKU Direktorat Kewaspadaan

Nasional yang selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang

Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Perpres

Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada

Terorisme Tahun 2020 - 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

tahun 2020 - 2024. Tujuan dari disusunnya Indeks Kewaspadaan Nasional

tersebut diantaranya adalah::

1. Untuk melakukan pemetaan, pengukuran, dan prediksi dalam
menentukan wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah
potensial untuk dilakukan penestrasi kebijakan;

2. Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah
antisipasi yang diperlukan antisipasi kebijakan;

3. Dapat dijadikan alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas
kelembagaan dan sistem peringatan dini;

4. Sumber data rujuan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi
untuk pengambil kebijakan;

5. Dijadikan pijakan keberhasilan melakukan program ke masyarakat.

Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
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Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

Cara pengukuran dilakukan dengan cara pebobotan, sebagai berikut:

1.

Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks.
Dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif
terhadap dimensi lain. Oleh karena itu kesepakatan di antara pihak terlibat (para
pakar) tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan.

Setiap penentuan indeks memiliki kekhasan atau unit unik sendiri. Tidak bisa
digeneralisasi sama antara indeks satu dengan indeks yang lain. Setiap indeks
tergantung dari kesepakatan atau keinginan pengguna. Bahkan, termasuk

di dalamnya apa yang ingin dipotret atau di zooming oleh pengguna, seperti
menggunakan komponen dimensi, variabel, dan indikator. Namun, ada indeks
pengukuran yang menggunakan variabel dan indikator saja.

Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik
pendapat umum—opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk
mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan
indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran—pendapat mayoritas
masyarakat.

Metode opini publik—survei, dapat digunakan untuk nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota. Untuk nasional, unit analisisnya adalah provinsi. Untuk provinsi,
maka unit analisisnya adalah kabupaten/kota. Sedangkan unit kabupaten dan
kota, maka unit analisanya adalah kecamatan. Dengan begitu, Indeks ini dapat
memotret unit pemerintahan tingkat terkecil yakni kecamatan.

Survei ini menggunakan penarikan sampel tidak acak (non probability sampling).
Teknik sampel yang digunakan dalam riset ini adalah purposive sampling. Sesuai
namanya, sampel dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Pilihan
kenapa seseorang dipilih menjadi responden serta diwawancara didasar pada
tujuan dan dasar tertentu. Ada pertimbangan (judgment) tertentu ketika memilih
responden.

Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan
Umum

Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan
Umum, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga
terkait Lainnya

Hasil Survey dan Database Direktorat Kewaspadaan Nasional
Kemendagri

1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)

Nilai 64

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Indikator Kinerja Utama 6

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas melalui
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM):

1. Sub Urusan Trantibum;

2. Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat;

3. Sub Urusan Bencana; dan

4. Sub Urusan Kebakaran.

Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
kategori “Baik”

+ UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;

* PP No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

* PP No. 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

+ Permendagri No. 10/2009 ttg Penugasan Satlinmas dlm
penanganan trantib & Keamanan Pemilihan Umum;

+ Permendagri No. 42/2017 ttg Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Anggota Satlinmas;

+ Permendagri No. 101/2018 ttg Standar teknis pelayanan dasar
SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;

+ Permendagri No. 114/2018 ttg standar teknis pelayanan dasar
pada SPM sub urusan Kebakaran;

+ Permendagri No. 26/2020 tentang penyelenggaraan
trantibumlinmas;

+ Permendagri No. 59/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;

+ Kepmendagri No. 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat.

Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah alat untuk

mengukur capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas di

daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub

urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran

dan sub urusan bencana.

Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan indeks

komposit yang dibentuk berdasarkan 4 (empat) indeks, yaitu:

1.Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Bencana
(IPT SUB) IKP1;

2.Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
(IPKKU) IKP2;

3.Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan
Masyarakat (IPM SATLINMAS) IKP3; dan

4.Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
(IPT SUK) IKP4.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas terdiri dari 18 dimensi/
Pilar dan 27 subdimensi/Indikator. Setiap dimensi, subdimensi/
indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework)
dengan menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarchy
Process (AHP), yaitu:
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Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

PARAMETER DAN DEFINISI INDEKS PENYELENGGARAAN.
IKP Dimensi/Pilar Subdimensi /indikator __Bobot
IPT Kelembagaan Struktur,  Peran,  Tanggung 0,25
SuB Jawab, Komunikasi
Sumber Daya Pembagian Tugas dan
Aparatur Monitoring
Regulasi dan Regulasi, rencana PB, Evaluasi
Kebijakan
Keuangan Alokasi Anggaran dan Sumber
Pendanaan
Teknis Operasional | Ketersediaan Logistik,
Peringatan Dini, Sistem
informasi
Kepemimpinan Pengambilan keputusan
IPKKU Strateqi Strategi dalam mencapai kinerja 0,25
satpol PP dalam menegakkan
FPerda & Strategi dalam
mencapai  kinerja satpol PP
dalam Penyelenggaraan
Tantribum Pemberdayaan SDM
dan Peningkatan kapasitas SDM
Sumber Daya Pemberdayaan  SDM dan
Manusia Peningkatan kapasitas SDM
Sistemn Sarana dan prasarana,
Perencanaan dan Anggaran,
Akuntabilitas
IPM Strateqi Pelaksanaan fungsi Satlinmas 0,25
SATLIN dan Kebijakan Satlinmas
MAS Sumber Daya Inovasi Peningkatan Kapasitas
Manuisia Satlinmas
Sistemn Sarana dan Prasarana Satlinmas
IPT Kelembagaan, Perencanaan anggaran, Pemenuhan 0,25
SUK capaian SPM, Pemenuhan sarana dan prasarana,
Pemenuhan  SDM  terverifikasi, Pemberdayaan
masyarakat

Daerah

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara
simultan/agregat/komposit yaitu dengan formula Additive Aggregation Methods
sebagai berikut:

IPT= 32, wl,

IPT = Whencana * Thencana) + Weantrivum * Trantribum) +

(Wsartinmas * Isartinmas) + (Webakaran X Iiebakaran)

Keterangan:
IPT  :Nilai Ditjen Bina Adwil
W, : Bobot Indikator Kinerja Program ke-ilq

Iy : Nilai Indikator Kinerja Program ke-i

Kategori Penilaian IPT:

- Sangat Baik =80,01 - 100

- Baik =50,01 - 80,00
- Cukup =25,01 - 50,00
- Buruk = 00,00 - 25,00

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahunan

150 Daerah

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan

Sasaran Strategis .
dalam negeri

Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM aparatur yang
melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik itu lingkup
Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk tujuan mewujudkan
tata kelola kepemerintahan yang profesional, akuntabel dan efektif
serta mendorong para ASN untuk dapat berkinerja tinggi.

Deskripsi Sasaran
Strategis

Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur

eI e o e minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun

1. Indikator ini mengukur sejauhmana implementasi jam pelajaran
minimal (20JP) yang harus diikuti oleh setiap ASN Kemendagri
dan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada Pasal 203
ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen ASN untuk Melakukan Pengembangan Kompetensi
pada Lingkup Kemendagri.
2. Pengembangan kompetensi yang diukur dan menjadi kinerja
dalam indikator ini merupakan pengembangan kompetensi
yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri sebagaimana
tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan.
Deskripsi Indikator 3. Pengembangan kompetensi SDM aparatur dimaksud mencakup
Kinerja Utama kegiatan:

a. Pendidikan dan pelatihan;

b. Bimbingan teknis;

c. Workshop; dan

d. Seminar/webinar.

4. Penetapan Target pada dalam indikator meru pakan jumlah
total target peserta pengembangan kompetensi berdasarkan
Renstra BPSDM periode 2020-2024. Jumlah total target peserta
tersebut dibagi kedalam proporsi sebagai berikut:

a. Jumlah ASN Kemendagri sebanyak 5.448 orang; dan
b. Jumlah ASN Pemda sebanyak 39.932 orang.

Satuan Pengukuran Persentase (%)

(jumlah ASN Kemendagri yang mengikuti pengembangan
kompetensi minimal 20 JP/jumlah ASN Kemendagri x 100%) +

Formula Pengukuran (jumlah ASN Pemerintah Daerah yang mengikuti pengembangan
kompetensi minimal 20 JP/target ASN Pemerintah Daerah sesuai
dokumen Renstra x 100%)) /2

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE 1)

1. Renstra Kemendagri
Sumber Data 2. Dokumen rencana tahunan kemendagri
3. Data alumni pengembangan kompetensi BPSDM Kemendgari

Periode Pelaporan Tahun (2024)

Target Tahun 2024 75%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan

Sasaran Strategis .
dalam negeri

Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah
Strategis Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan baik secara kuantitas

maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri

Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung
terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas
SDM Kemendagri, khususnya SDM Pengawasan.

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran Persentase

Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan

pembobotan antar subindikator sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan jumlah auditor (bobot 20%);

2. Tingkat pemenuhan jam pelatihan (bobot 20%);

3. Tingkat pemenuhan auditor kemendagri yang bersertifikasi
profesi (bobot 20%);

Formula Pengukuran 4. Persentase modul-modul pengawasan bagi auditor (bobot 20%);

dan

5. Persentase Auditor Kemendagri yang menjadi anggota organisasi
profesi (bobot 20%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan

nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai

subindikator.

Unit/Pihak Penanggung Inspektorat Jenderal Kemendagri

Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Inspektorat Jenderal Kemendagri
Data

Sumber Data Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2024 100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan

Sasaran Strategis .
dalam negeri

Indikator Tingkat Kapabilitas PPUPD secara nasional adalah
merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah
SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional

Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung
terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas
SDM, khususnya SDM Pengawasan.

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran Persentase

Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan

pembobotan antar subindikator sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD (bobot 25%);

2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%);

3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi PPUPD (bobot 25%);
Formula Pengukuran dan

4. Persentase PPUPD yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi

(bobot 25%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan

nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai

subindikator.

AU SRR & Inspektorat Jenderal Kemendagri

Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Inspektorat Jenderal Kemendagri
Data

Sumber Data Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2024 100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Indikato

Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan

Sasaran Strategis .
dalam negeri

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
melalui: a. Pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan
dalam negeri; b. Penyusunan standar kompetensi pemerintahan
dalam negeri; c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri;

Deskripsi Sasaran d. Pembangunan Big Data SDM ASN; e. Peningkatan kapasitas SDM

Strategis aparatur daerah bidang manajemen pembangunan daerah; f.
Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian
Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional; g. Pembangunan SDM
Pendidikan Kepamongprajaan; dan h. Peningkatan kapasitas SDM
administrasi kependudukan.

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

Menunjukkan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna
Deskripsi Indikator (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja
Kinerja Utama alumni IPDN, berkaitan dengan harapan/keinginan stakeholders atas

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN.

Satuan Pengukuran Indeks

Ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja

Alumni diperoleh melalui Survei kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap

alumni IPDN yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah

Daerah dan K/L, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden di

daerah dan K/L tersebut yang meliputi 8 dimensi yaitu

, dengan menggunakan skala likert (1 - 4). Sebagai

responden adalah:

1). PNS dari Pemerintah Daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan
kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan.

2). PNS dari beberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja,
dan bawahan dari alumni IPDN di K/L yang bersangkutan.

Formula Pengukuran
Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus :

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur
Indeks Kepuasan Stakeholders = X Nilai Penimbang

Total Unsur yang terisi

Ket:

Nilai Indeks:

1,00 - 1,75 = Kurang Puas
1,76 - 2,51 = Cukup Puas
2,52 -3,27 = Puas

3,28 - 4 = Sangat Puas

Unit/Pihak Penanggung

Jawab IKU IPDN

gr;i;lPihak Penyedia Biro Adm. Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumni
Sumber Data Kuesioner, Wawancara, Data Alumni

Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2024 Nilai 3,6

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Sasaran Strategis Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan

daerah
Deskripsi Sasaran Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah,
Strategis serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi

Indikator Kinerja Utama Indeks kepatuhan penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah Daerah yang dalam pembentukan produk hukum daerah

Deskripsi Indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (undang-

Kinerja Utama undang nomor 12 tahun 2011 dan permendagri nomor 80 tahun
2015)

Satuan Pengukuran Provinsi

Pengukuran menggunakan pembobotan dan skala dalam rangka
penghitungan peringkat Provinsi sebagai berikut:
1. Sangat Rendah (0% - 20%)
Formula Pengukuran 2. Rendah (=20% - 40%)
3. Sedang (=40% - 60%)
4. Tinggi (=60% - 80%)
5. Sangat Tinggi (=80% - 100%)

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Direktorat Produk Hukum Daerah

1. Jumlah daerah yang mengajukan permohonan fasilitasi produk
hukum daerah

2. Jumlah daerah yang menyampaikan propemperda

3. Jumlah daerah yang dipimpin penjabat kepala daerah

Sumber Data mengajukan persetujuan pembahasan dan penandatanganan

produk hukum daerah

4. Jumlah daerah yang menetapkan produk hukum daerah sesuai
dengan jadwal propemperda

5. Publikasi produk hukum daerah yang telah diundangkan

Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2024 Nilai 85

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,
profesional, proaktif, dan inovatif

Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah,
serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi

Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD

Dalam konteks otonomi daerah dibutuhkan penciptaan hubungan
yang dinamis dan demokratis antara kepala daerah ( Gubernur,
Bupati, dan Walikota) dan DPRD dengan menerapkan prinsip
check and balance, kesetaraan, kemitraan dan mengedepankan
penegakan hukum.

Kategori

Pengukuran menggunakan kategori perhitungan sebagai berikut:

+ Rendah (1 poin): dilaksanakan tapi cukup banyak kekurangan
atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau
hubungan kemitraan antara Kepala Daerah dan DPRD kurang
baik;

+ Sedang (2 poin): dilaksanakan, namun ada sedikit kekurangan
atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan atau hubungan
kemitraan Kepala Daerah dan DPRD baik; dan

+ Tinggi (3 poin): sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan atau hubungan kemitraan kepada daerah dan DPRD
sangat baik.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Direktorat Fasilitasi KDH dan DPRD

Instrumen Pengukuran Kinerja Kemitraan
Tahun

Sedang

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,

Sasaran Strategis profesional, proaktif, dan inovatif

Deskripsi Sasaran Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah,
Strategis serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi

Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(1) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun
2024 dilakukan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Tahun 2023. (2) LPPD dan EPPD dilakukan berbasis
aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (SILPPD) .

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Melalui penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD
sebanyak 114 IKK Provinsi dan 126 IKK Kab/Kota

2. Penetapan Bobot Penilaian Berdasarkan IKK

3. Perhitungan Skoring berdasarkan akumulasi capaian kinerja
makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan
atau laju kinerja makro

4. Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah: - Status kinerja sangat rendah (skor 1 - 1,8), rendah (skor
1,81 - 2,60), sedang (skor 2,61 - 3,40), tinggi (skor 3,41 - 4,20),
sangat tinggi (skor 4,21 - 5,00)

Formula Pengukuran

SO AELS AT Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Jawab IKU

g:'l:glPlhak Penyedia Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun
2023 pada aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan

Sumber Data Pemerintahan Daerah (SILPPD) dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2024 Nilai 4,00 (Tinggi)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Indikator Kinerja Utama 14

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,

L TE LML profesional, proaktif, dan inovatif

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,
dalam mencapai pemenuhan pelayanan dasar bagi setiap warga
negara yang behak sesuai dengan SPM.

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama Persentase capaian penerapan SPM di daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari bidang:
1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum

4, Perumahan Kawasan Permukiman

5. Trantibumlinmas

6. Sosial

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks

pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

1) capaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan

2) capaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui
penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar
dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan
dengan bobot penerima.

IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) +
(Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)

Deskripsi Indikator

Kinerja Utama Keterangan: _ o o ,
IP SPM = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018.
Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu
minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja
Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan
standar teknis
Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang
diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran
Permendagri ini.
BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Kategori nilai indeks pencapaian SPM
.Nilai 100 : Tuntas Paripurna

. Nilai 90-99 : Tuntas Utama

. Nilai 80-89 : Tuntas Madya

. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama

. Nilai 60-69 : Tuntas Muda
.Nilai<60 : Belum

ouhwWwNn =

Satuan Pengukuran Persentase
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Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) +
(Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)

Keterangan:

IP SPM = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018.

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu
minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja
Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan
standar teknis

Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang
diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran
Permendagri ini.

BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20

BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Kategori nilai indeks pencapaian SPM
1.Nilai 100 : Tuntas Paripurna

2. Nilai 90-99 : Tuntas Utama

3. Nilai 80-89 : Tuntas Madya

4. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama

5. Nilai 60-69 : Tuntas Muda

6. Nilai <60 : Belum

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

+ Ditjen Bina Pembangunan Daerah

+ Direktorat SUPD I

+ Direktorat SUPD Il

+ Direktorat SUPD IV

+ Sekretariat Ditjen Bina Bangda (Sekber SPM)

+  Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Aplikasi e-SPM

Tahunan

100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Indikator Kinerja Utama 15

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,

L TE LML profesional, proaktif, dan inovatif

Deskripsi Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,
Strategis dalam mencapai sinkronisasi penyelenggaraan urusan di daerah.

Indikator Kinerja Utama Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Sinkronisasi dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung
antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelasaran
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Urusan Pemerintahan daerah merupakan urusan konkuren yang
dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada setiap
urusan konkuren dilakukan pengukuran pada salah satu sub
urusannya.

Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinilai
melalui indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang diukur melalui 3 aspek:

1. Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan).

2. Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan).

3. Aspek Kinerja kebijakan (capaian kinerja dan anggaran).

Norma Standar Prosedur dan Kriteria merupakan kebijakan yang
dikeluarkan oleh kementerian berdasarkan materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan urusan tertentu (Undang-undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan).

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

NSPK yang ditetapkan oleh K/L merupakan pedoman bagi daerah
dalam menjalankan penyelenggaraan urusan sesuai dengan
kewenangannya. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembinan
umum, menyusun indeks penyelenggaraan urusan yang bertujuan
untuk mensinronkan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan di
daerah.

Daerah yang diukur adalah 34 Provinsi

Hasil pengukuran Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan pengkategorian,

sebagai berikut:

1.Jika nilai indeks <50 (kurang dari lima puluh), maka kategori yang
didapat adalah “Kurang Sinkron”;

2.jika nilai indeks > 50 (lebih besar atau sama dengan lima puluh)
dan < 80 (lebih kecil dari delapan puluh), maka kategori yang
didapat adalah “Sinkron”; dan

3.jika nilai indeks = 80 (lebih besar atau sama dengan delapan
puluh), maka kategori yang didapat adalah “Sangat Sinkron”.

Satuan Pengukuran Indeks
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Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

IS = (% Kebijakan x BK) + (% Implementasi Kebijakan x BIK) + (% Kinerja Kebijakan x
BKK)

Keterangan:

IS (Indeks Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) adalah

ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren

di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan + nilai capaian

implementasi kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan.

Nilai capaian kebijakan (%kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh

melalui capaian kesesuaian dan keselarasan kebijakan.

- Kesesuaian adalah ketersediaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan urusan,
artinya semua sub urusan di masing-masing urusan pemerintahan konkuren
mempunyai landasan kebijakan dalam implementasinya.

- Keselarasan adalah substansi kebijakan yang tersedia sesuai dengan
kebutuhan urusan selaras dengan norma Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan
turunannya serta kebijakan lainnnya termasuk kebijakan daerah (Perda dan
Perkada).

Nilai capaian implementasi (% Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang

diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen

perencanaan daerah.+ Nilai capaian kinerja (% kebijakan x BKK) adalah nilai
capaian yang diperoleh melalui capaian target kinerja berdasarkan indikator.

BK (Bobot Kebijakan) adalah nilai pentingnya kebijakan (kesesuaian dan

keselarasan) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan konkuren, dengan nilai 40.

BIK (Bobot Implementasi Kebijakan) adalah nilai pentingnya implementasi

kebijakan (integrasi program dan kegiatan dalam dokrenda terhadap capaian

sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30.

BKK (Bobot Kinerja Kebijakan) adalah nilai pentingnya kinerja kebijakan (capaian

target sesuai indikator) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, dengan nilai 30.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Ditjen Bina Pembangunan Daerah
NSPK Kementerian/Lembaga
RKPD dan Laporan Daerah Provinsi

Tahunan

Nilai 100

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,
profesional, proaktif, dan inovatif

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam rangka
peningkatan kapasitas, dan sinergi pembangunan pusat dan daerah
serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”

Desa dengan target kategori nilai “baik” merupakan target

kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam melakukan fungsi
pembinaaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan desa
yang dicapai melalui pelaksanaan sistem pelayanan administrasi
kelembagaan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan,
peningkatan kapasitas aparatur dan pengurus kelembagaan desa,
serta penataan kelembagaan desa.

Presentase Desa

Formula perhitungan pencapaian kinerja utama diperoleh dari
penyelenggaraan progam dan kegiatan yang dirumuskan melalui 3
indikator kinerja program yang harus dicapai melalui, yakni:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang
didukung sumber daya manusia pemerintah desa dan pengurus
kelembagaan desa yang kompeten,

2. Pembentukan dan penataan kelembagaan desa yang tertib
administrasi;

3. Penataaan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa
yang sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Tahun 2024

4%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,
profesional, proaktif, dan inovatif

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,
profesional, proaktif, dan inovatif dalam rangka peningkatan
kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta
pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi,
diantaranya diwujudkan dengan peningkatan tata kelola keuangan
daerah

Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan
seperangkat Dimensi dan Indikator untuk menilai kualitas kinerja
tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel dalam periode tertentu.

« Nilai

* Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) diukur permasing-
masing daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah
Hasil pengukuran IPKD di rata-ratakan secara nasional.

Ditjen Bina Keuangan Daerah

Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah,
BPK-RI, Pemda.

SIPD, LKPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, LRA dan Opini BPK

Tahunan

Nilai 66

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,
profesional, proaktif, dan inovatif

Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan
masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak
pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. PP 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam
Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat
keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi
daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi

Menteri Dalam Negeri memberikan tugas tambahan kepada
BSKDN Kemendagri untuk melaksanakan penilaian inovasi daerah
sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang
Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ Insentif inovasi daerah.
Daerah yang mempunyai indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang
mempunyai nilai 35,01-100 (Kategori Inovatif dengan nilai 35,01-60
dan Kategori Sangat Inovatif dengan nilai 60,01-100) berdasarkan
pedoman umum penilaian inovasi daerah. Pengukuran penilaian
Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi,
kabupaten, dan kota kecuali kabupaten/kota administratif (542
daerah) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lain.

Persentase

Jumlah daerah dengan kategori sangat inovatif dan inovatif
Jumlah daerah (542)

X 100%

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Pusat strategi kebijakan pengembangan sumber daya manusia,
teknologi informasi, dan inovasi pemerintahan dalam negeri

Laporan Indeks Inovasi Daerah

Tahunan

36%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,

Sasaran Strategis profesional, proaktif, dan inovatif

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dapat menjadi komposit
indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan
dalam negeri yang profesional.

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah

Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari
Deskripsi Indikator tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin
Kinerja Utama menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya

profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Satuan Pengukuran Nilai Indeks

Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan
pembobotan antar subindikator sebagai berikut:
1. Persentase hasil pengawasan umum (bobot 40%);
2. Persentase hasil pengawasan teknis (bobot 30%);

Formula Pengukuran 3. Persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan
penyimpangan (bobot 30%);
Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan
nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai
subindikator.

Unit/Pihak Penanggung Inspektorat Jenderal Kemendagri

Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Inspektorat Jenderal Kemendagri
Data

Sumber Data Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2024 100

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Indikator Kiner

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,

L TE LML profesional, proaktif, dan inovatif

Indeks Pengawasan Inspektorat Daerah dapat menjadi komposit
indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan
dalam negeri yang profesional

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari
Deskripsi Indikator tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin
Kinerja Utama menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya

profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Satuan Pengukuran Nilai Indeks

Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan
pembobotan antar subindikator sebagai berikut:

1. Kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia
(bobot 15%);

2. Kecukupan anggaran pengawasan (15%);

3. Level Kapabilitas APIP (bobot 30%);

4. Persentase pengawasan dugaan penyimpangan (bobot 20%); dan
5. Persentase kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan
konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu (bobot
20%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai
total penjumlahan

Formula Pengukuran

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan
nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai
subindikator.

Unit/Pihak Penanggung Inspektorat Jenderal Kemendagri

Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Inspektorat Jenderal Kemendagri
Data

Sumber Data Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2024 90 (A)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Indi

Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam
Sasaran Strategis aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk
semua keperluan

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada
seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen
kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas
dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk,
(2) Kartu Keluarga, (3) KTP-el & KIA, (4) Suket Pindah, (5) Suket
Pindah Datang, (6) Suket Pindah ke Luar Negeri, (7) Suket Datang
dari Luar Negeri, (8) Suket Tempat Tinggal, (9) Suket Kelahiran,
(10) Suket Lahir Mati, (11) Suket Pembatalan Perkawinan, (12)
Suket Pembatalan Perceraian, (13) Suket Kematian, (14) Suket
Pengangkatan anak, (15) Suket pelepasan kewarganegaran
Indonesia, (16) Suket Pengganti Tanda Identitas, (17) Suket
Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20)
Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan
Anak, (23) Akta Pengesahan Anak, (24) Data Kependudukan (Data
Perseorangan dan Data Agregat).

Deskripsi Sasaran
Strategis

Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan

Indikator Kinerja Utama s
pencatatan sipil

Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui layanan
Deskripsi Indikator pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, seperti: (1). KTP
Kinerja Utama elektronik, (2). KIA, (3). Akta Kelahiran, (4). Akta Kematian, (5). Akta
Perkawinan, (6). Akta Perceraian

Satuan Pengukuran Persentase

1. KTP elektronik : Jumlah Perekaman/Jumlah WKTP*100%

2. KIA: Jumlah KIA yang terbitkan/Jumlah Wajib KIA (0-17<1hari)*100%

3. Akta Kelahiran : Jumlah Akta kelahiran yang terbitkan/Jumlah anak usia

0-18 tahun*100%

4. Akta Kematian : Jumlah akta kematian yang diterbitkan/Jumlah
peristiwa kematian yang dilaporkan*100%

5. Akta Perkawinan : Jumlah akta Perkawinan yang diterbitkan/Jumlah
peristiwa Perkawinan yang dilaporkan*100%

6. Akta Perceraian : Jumlah akta perceraian yang diterbitkan/Jumlah
peristiwa perceraian yang dilaporkan*100%

Formula Pengukuran

Capaian : Rata-rata capaian 6 (enam) Layanan Dukcapil.

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Dit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Daerah

Hasil pengolahan data layanan adminduk yang dilakukan oleh dinas

Sumber Data Dukcapil kabupaten/kota

Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2024 100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Satuan Pengukuran
Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam
aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk
semua keperluan

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada
seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen
kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas
dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk,
(2) Kartu Keluarga, (3) KTP-el & KIA, (4) Suket Pindah, (5) Suket
Pindah Datang, (6) Suket Pindah ke Luar Negeri, (7) Suket Datang
dari Luar Negeri, (8) Suket Tempat Tinggal, (9) Suket Kelahiran,
(10) Suket Lahir Mati, (11) Suket Pembatalan Perkawinan, (12)
Suket Pembatalan Perceraian, (13) Suket Kematian, (14) Suket
Pengangkatan anak, (15) Suket pelepasan kewarganegaran
Indonesia, (16) Suket Pengganti Tanda Identitas, (17) Suket
Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20)
Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan
Anak, (23) Akta Pengesahan Anak, (24) Data Kependudukan (Data
Perseorangan dan Data Agregat).

Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data
kependudukan nasional untuk pelayanan publik

Jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang menandatangani
PKS dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.

Jumlah
Jumlah PKS

Dit Integrasi Data Kependudukan Nasional & Dit Integrasi Data
Kependudukan Daerah

Dit Integrasi Data Kependudukan Nasional & Dit Integrasi Data
Kependudukan Daerah

Laporan PKS Pusat dan Daerah
Tahunan

1.500 Lembaga Pengguna

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah
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Indikator Kine

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator
Kinerja Utama

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan melalui:
1. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
Implementasi Standar Pelayanan Perkotaan;

Pelaksanaan pelayanan perizininan terintegrasi dan terpadu;
Integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan
informasi geospasial; dan

5. Penyelenggaraan kinerja kecamatan yang efektif.

AW

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

+ UU 25/2007 tentang Penanaman Modal;

+ UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;

+ UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

+ PP 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan;

+ PP 19/2008 tentang Kecamatan;

+ PP 33/2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat;

+ Perpres 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan
di Bidang Penanaman Modal; dan

+ Kepmendagri No. 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola
Penyelenggaraan Kewilayahan.

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit
indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara
komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di
daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri.

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan indeks komposit

yang dibentuk berdasarkan 5 (lima) indeks, yaitu:

1. Jumlah provinsi dengan indeks kinerja GWPP kategori “Baik” (IKP 1);

2. Persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya
terintegrasi dengan informasi geospasial (IKP 2);

3. Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan
kategori “Baik” (IKP 3);

4. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan & non perizinan yang
terintegrasi dan terpadu (IKP 4); dan

5. Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori “Baik” (IKP 5).

Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan terdiri dari 22 (dua puluh
dua) dimensi/pilar/sektor/variabel dan 73 (tujuh puluh tiga) komponen/
Indikator/SubVariabel yang memiliki jenis pembobotan berbeda setiap
Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:

PARAMETER PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN

Komponen
IKP s:LT::ﬁ;:;g; : Andikators Bobot
Sub Variabel
IKP | Pemerintahan 15 Komponen Setiap komponen
Hukum dan Organisasi 10 Komponen yang ada pada
Keuangan 4 Komponen masing-masing
Perencanaan 7 Komponen Dimensi memiliki 2
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Pengawasamn

10 Kompanen

aspek penilalan yaitu
“Pelaksanaan” dengan
bobot 40% serta “Hasll
& Pelaporan” dengan

bobot 804
IKP 2 Segmen Batas Daerah telah selesal 40
segmen batas secara
rmenutup membentuk
palygon teriutup]
yang dibuktikan
dengan Permendagri
Rupa Bumi Pembaharusan 40
Kepmendagrl tentang
kode data wilayah
Terintegrasi Sepmen FPalpgon Fi ]
tertutup yang sudah
ditetapkan dengan
Parmendagri dan
talah dizampalkan
kepada KL terkait
yang mermbidang
informasi geospasial
IEP 3 Pendidikan 3 Indlkator Sasual SMIIS0 3722
Kesehatan 3 Indikator tentang Perkataan
Pensmahan 2 Indikator dan Masyarakat
Populasl dan Kondisi 4 Indikator Berkelanjutan -
“acial Indikator Kota Cerdas
Keamanan 1 Indlkator
Perencanaan Kota 4 Indlkator
KP4 Perzinan Kepala Daerah telah 5
mendelagasikan
pelayanan Perkada
perizinan kepada
DPMPTSF
Mon Parizinan Kepala Daerah telah 5
mendelegas|kan
pelayanan Perkada
non perizina kepada
OPMPTSR
Terintegras Daerah telah 5
menggunakan aplikasi
rmandiri dalarn
pelayanan perzinan &
nan perizinan
Daerah telah
menerapkanfmeanggau
nakan aplikasi Q5%
RBa  dalam  ramgka
pelayanan perzinan &
nan perizinan
Terpadu Daarah telah 5
mendelegas|kan
pelayanan dalam satu
pintu
(LA Program 4 Sub Varlabel A%
Penyeleggaaraan
Pernerintahan dan
Pelayvanan Publik
Frogram Permberdayaan 3 Suh Varlabel 20%
Masyarakat Desa dan
Kelurahan
Frograrm Koordinas) 2 Sush Varlabel 20%
Ketentraman dan
Ketertiban Urmnum
Program 1 Sub Variabel 20%
Penyelengearaan
Urusan  Pemerintahan
Urnum




Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia
Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2024

Nilai

Nilai ITKK diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang dari setiap indikator penyusun
ITKK. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan
dengan penimbang masing-masing indikator, dengan rumus perhitungan sebagai
berikut:

ITKK= 1, + Iy+13 + - +1, atau ITKK= W P, + W,P,+W3Ps+ -+ w, P,

Ket:

ITKK :Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

I : Skor indikator ke-n

W, : Penimbang parameter indikator ke-n

P,  :Parameter dari indikator ke-n (misalnya : parameter 1 = 1, parameter 2 = 2, dst.)

ITKK disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan
kewilayahan di tingkat provinsi dan kab/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai
dengan 100, dengan klasifikasi sebagai beri